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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap data yang diperoleh 

dalam penelitian maka dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan 

peredaran senjata api ilegal oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta 

adalah:  

1. Upaya Pre-emtif  

Melakukan pendekatan dengan masyarakat guna 

pemberitahuan terkait bagaimana kepemilikan senjata api yang 

legal, melakukan sosialisasi maupun penyuluhan hukum 

dengan menyampaikan informasi dan bimbingan untuk 

masyarakat terkait kesadaran hukum, melakukan pendataan 

oleh intelegen terkait senjata api legal yang digunakan oleh 

anggota TNI/POLRI maupun masyarakat sipil.  

2. Upaya Preventif 

Melakukan tindakan pemantauan terhadap dugaan 

terjadinya tindak pidana yang menggunakan senjata api, 

mendeteksi sedini mungkin terhadap terjadinya tindak pidana 
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dengan menggunakan senjata api, menyelenggarakan 

dan penyampaian pemberitaaan dan informasi dengan kerja 

sama dengan menggunakan media massa, dan bekerja sama 

dengan pihak Bea Cukai dan Imigrasi, kerja sama dengan 

Pemerintah khususnya Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 

Informatika, melakukan razia dengan bekerja sama dengan 

Satuan Lalu Lintas dalam operasi gabungan, menerima dan 

menindaklanjuti laporan masyarakat apabila mengetahui 

seseorang memiliki/membawa senjata api ilegal.  

3. Upaya Represif  

Dalam upaya represif Polri akan melaksanakan 

penindakan terhadap pelanggar hukum untuk diproses hingga 

ke pengadilan, yang mencakup penyergapan dan penangkapan, 

penahanan dan penyitaan barang bukti, melakukan 

penyelidikan dan penyidikan.  

B. Saran  

Saran yang dapat diberikan oleh penulis atas permasalahan terkait 

upaya penanggulangan kejahatan peredaran senjata api ilegal oleh Kepolisian 

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah :  

1. Upaya utama dalam penanggulangan kejahatan peredaran senjata api 

ilegal sebaiknya mengutamakan upaya preventif guna menekan angka 

pertumbuhan kejahatan menggunakan senjata api ilegal dengan 
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meningkatkan kinerja kepolisian seperti razia, patroli dan pengawasan 

daerah rawan seperti adanya bengkel bubut dan melakukan 

pendekatan kepada masyarakat.  

2. Meningkatkan kerja sama dengan Direktorat Intelijen untuk mencegah 

peredaran senjata api ilegal.  

3. Melakukan himbauan kepada masyarakat apabila memiliki senjata api 

secara ilegal dapat diserahkan ke kepolisian terdekat agar 

meminimalisisr terjadinya kejahatan menggunakan senjata api. 
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